
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 7 TAHUN 2021   

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan    

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan 
Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam

perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota

Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surabaya pada tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950,

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 

 
 



 

3 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

 
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186); 
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19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
 

28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 

Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 3); 
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29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Surabaya Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 3); 

 

30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2020 Nomor 5); 

 

31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 6). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 
 

dan 
 

WALIKOTA  SURABAYA, 

 
MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

 

 
Pasal  1 

 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 
 

3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 
 

 
 

Pasal  2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula  
sebesar Rp. 9.838.392.793.866,00 berkurang sebesar Rp. 871.964.452.975,00 

sehingga menjadi  Rp. 8.966.428.340.891,00  dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan Daerah  
 

1) Semula          Rp. 8.660.402.684.341,00 

2) Berkurang        (Rp.     10.586.921.693,00) 
 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan  Rp. 8.649.815.762.648,00 
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2. Belanja Daerah  
 

1) Semula       Rp. 9.828.392.793.866,00 
2) Berkurang              (Rp.    871.964.452.975,00) 

 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan   Rp. 8.956.428.340.891,00 

 
3. Pembiayaan Daerah 

 

a. Penerimaan Pembiayaan  
 

1) Semula                        Rp. 1.177.990.109.525,00 

2) Berkurang             (Rp.    861.377.531.282,00) 
 

Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan                                      Rp.    316.612.578.243,00 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan  
 

1) Semula         Rp.      10.000.000.000,00 
2) Berkurang              (Rp.                            0,00) 

 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah Perubahan                                      Rp.      10.000.000.000,00 
 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan  Rp.    306.612.578.243,00 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
setelah perubahan                                        Rp.    316.612.578.243,00 

 
 

 

Pasal  3 
 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, 
bersumber dari : 

 

a. Pendapatan Asli Daerah 
 

1) Semula         Rp. 5.561.555.949.381,00 
2) Berkurang      (Rp.    238.745.806.831,00) 

 

Jumlah pendapatan asli daerah  

setelah perubahan                                         Rp. 5.322.810.142.550,00 
 

b. Pendapatan Transfer 
 

1) Semula            Rp. 2.891.701.734.960,00 

2) Bertambah        Rp.      92.661.689.138,00  
 

Jumlah pendapatan transfer  
setelah perubahan                                            Rp. 2.984.363.424.098,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah  
 

1) Semula        Rp.    207.145.000.000,00 

2) Bertambah       Rp.  135.497.196.000,00 
 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah 
yang sah setelah perubahan     Rp.    342.642.196.000,00 
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Pasal  4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
bersumber dari: 
 

 

a. Pajak Daerah; 
 

1) Semula          Rp. 4.442.976.688.357,00 
2) Berkurang      (Rp.    197.024.446.007,00) 

 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan   Rp. 4.245.952.242.350,00 

 
b. Retribusi daerah; 

 

1) Semula         Rp.    332.030.853.590,00 
2) Bertambah       Rp.      22.013.894.353,00 

 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.    354.044.747.943,00 

 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

 

1) Semula                 Rp.   172.056.350.058,00 

2) Berkurang       (Rp.       7.883.101.560,00) 
 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah  

Yang dipisahkan setelah perubahan             Rp.   164.173.248.498,00 
 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 
 

1) Semula                  Rp.   614.492.057.376,00 
2) Berkurang                (Rp.     55.852.153.617,00) 
 

Jumlah lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah setelah perubahan     Rp.   558.639.903.759,00 

 
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 
 

a. Transfer pemerintah pusat 
 

1) Semula      Rp. 2.069.382.681.000,00 

2) Bertambah     Rp.      17.101.828.835,00 
 

Jumlah transfer pemerintah pusat 

setelah perubahan                                        Rp. 2.086.484.509.835,00 

 
b. Transfer antar daerah 

 

1) Semula     Rp.   822.319.053.960,00 

2) Bertambah     Rp.     75.559.860.303,00 
 

Jumlah transfer antar daerah  

setelah perubahan                                        Rp.    897.878.914.263,00 
 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c, bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 
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1) Semula Rp.    207.145.000.000,00 

2) Bertambah     Rp.   135.497.196.000,00 
 

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan  

ketentuan peraturan perundang-undangan 

setelah perubahan                                              Rp.   342.642.196.000,00 
 
 

Pasal 5 
 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, 
terdiri dari: 
 

a. Belanja operasi; 
 

1) Semula     Rp. 7.442.236.820.643,00 

2) Bertambah     Rp.    103.964.547.396,00 
 

Jumlah belanja operasional setelah perubahan   Rp. 7.546.201.368.039,00 
 

b. Belanja modal; 
 

1) Semula      Rp. 2.369.905.973.223,00 

2) Berkurang          (Rp.    996.912.595.432,00) 
 

Jumlah belanja modal setelah perubahan           Rp. 1.372.993.377.791,00 

 
c. Belanja tidak terduga; 

 

1) Semula     Rp.     15.000.000.000,00 

2) Bertambah     Rp.     19.178.160.389,00 
 

Jumlah Belanja tidak terduga setelah  

perubahan                                                          Rp.     34.178.160.389,00 

 
d. Belanja transfer; 

 

1) Semula         Rp.       1.250.000.000,00 

2) Bertambah         Rp.       1.805.434.672,00 
 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan    Rp.       3.055.434.672,00 

  
 

Pasal 6 

 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri 
dari: 
 

a. Belanja pegawai 
 

1) Semula     Rp. 2.651.970.819.266,00 

2) Berkurang   (Rp.      62.393.245.944,00) 
 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan  Rp. 2.589.577.573.322,00 
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b. Belanja barang dan jasa 
 

1) Semula    Rp. 4.535.628.975.383,00 

2) Bertambah    Rp.    181.949.768.644,00 
 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah  

Perubahan        Rp. 4.717.578.744.027,00 

 
c. Belanja hibah 

 

1) Semula    Rp.    254.572.466.194,00 

2) Berkurang   (Rp.      15.591.975.304,00) 
 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan     Rp.    238.980.490.890,00 

 
d. Belanja bantuan sosial 

 

1) Semula    Rp.            64.559.800,00 

2) Bertambah    Rp.                            0,00 
 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah  

perubahan          Rp.            64.559.800,00 
 

 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri 
dari: 
 

a. Belanja modal tanah 
 

1) Semula    Rp.   337.183.109.864,00 

2) Berkurang   (Rp.   161.658.651.952,00) 
 

 

Jumlah belanja modal tanah setelah  
perubahan                                                    Rp.   175.524.457.912,00 
 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 
 

1) Semula     Rp.   302.271.132.510,00 

2) Berkurang   (Rp.   140.225.603.888,00) 
 

Jumlah belanja modal peralatan dan  
mesin setelah perubahan                        Rp.    162.045.528.622,00 

 

c. Belanja modal bangunan dan gedung 
 

1) Semula     Rp.    657.307.577.403,00 

2) Berkurang   (Rp.    288.714.920.198,00) 
 

Jumlah belanja modal bangunan 

dan gedung setelah perubahan                    Rp.    368.592.657.205,00 

 
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

 

1) Semula     Rp. 1.053.744.116.364,00 

2) Berkurang   (Rp.    403.339.795.473,00) 
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Jumlah belanja modal jalan, jaringan  

dan irigasi setelah perubahan                     Rp.    650.404.320.891,00 
 

 

e. Belanja modal aset tetap lainnya 
 

1) Semula     Rp.   19.400.037.082,00 

2) Berkurang       (Rp.        2.973.623.921,00) 
 

Jumlah belanja modal asset tetap  

lainnya setelah perubahan                          Rp.     16.426.413.161,00 

 

 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri 
dari: 
 

a. Semula         Rp.     15.000.000.000,00 
b. Bertambah   Rp.     19.178.160.389,00 

 

Jumlah belanja tidak terduga setelah  

perubahan                                                        Rp.     34.178.160.389,00 

 

 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri 
dari: 
 

a. Belanja bagi hasil 
 

1) Semula    Rp.        750.000.000,00 

2) Bertambah    Rp.     2.305.434.672,00 
 

Jumlah belanja bagi hasil setelah  

perubahan                                                    Rp.     3.055.434.672,00 

 
b. Belanja bantuan keuangan 

 

1) Semula     Rp.       500.000.000,00 

2) Berkurang    (Rp.       500.000.000,00) 
 

Jumlah belanja bantuan keuangan 

setelah perubahan                                         Rp.                  0,00 

 

 

Pasal 7 

 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
dari: 
 

a. Penerimaan pembiayaan 
 

1) Semula         Rp.  1.177.990.109.525,00 

2) Berkurang        (Rp.     861.377.531.282,00) 

 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  

perubahan         Rp.     316.612.578.243,00 
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b. Pengeluaran pembiayaan 
 

1) Semula         Rp.      10.000.000.000,00 

2) Bertambah         Rp.                             0,00 
 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  

perubahan                                                        Rp.      10.000.000.000,00 

 

 

 

Pasal 8 
 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 
terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

 

1) Semula    Rp.  1.177.990.109.525,00 

2) Berkurang   (Rp.     861.377.531.282,00) 
 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun sebelumnya setelah perubahan          Rp.     316.612.578.243,00 

 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, 
terdiri dari: 
 

 

 

a. Penyertaan modal daerah 
 

1) Semula     Rp.      10.000.000.000,00 

2) Bertambah     Rp.                             0,00 
 

Jumlah penyertaan modal daerah setelah 

perubahan         Rp.       10.000.000.000,00 

 

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
 

1) Semula     Rp.             0,00 

2) Bertambah/(Berkurang)     Rp.             0,00 
 

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang 

yang jatuh tempo setelah perubahan            Rp.             0,00 

 

 
Pasal  9 

 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 
peraturan Walikota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran 

yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021. 

 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 
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b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 
 

 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; 

 

 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau Pengeluaran daerah lainnya yang
 apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih

 besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 
 

 

Pasal 10 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota 

Surabaya ini, terdiri dari : 
 

 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

 

 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

 

 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
 

 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

 

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
 

 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD; 
 

 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan 
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan 

Rancangan Perubahan APBD; 
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9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan; 

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah; dan 

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal  11 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal  12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.   

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 4 November 2021

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd 

ERI CAHYADI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 4 November 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 230-7/2021 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19691017 199303 2 006 
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